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BAB VI 
PENUTUP  
6.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Faktor yang Mempengaruhi 
Implementasi Izin Belajar PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, setelah 
data yang diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif  kualitatif 
sehingga penulis dapat menemukan gambaran dan kesimpulan tentang 
permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 
ini adalah:  
1. Implementasi izin belajar PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 
yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau 
sebagai organisasi atau lembaga yang mengelola segala sesuatu yang 
berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara 
(ASN) termasuk juga izin belajar. Implementasinya yaitu PNS 
mengajukan izin belajar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, 
setelah menyelesaikan pendidikan dengan mengantongi surat izin belajar 
yang bersangkutan bisa mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan usulan 
kenaikan pangkat.  
Implementasi izin belajar sudah cukup baik karena dengan adanya 
peraturan izin belajar tersebut sudah meningkatkan kesadaran PNS akan 
pentingnya izin belajar, hal itu terbukti dengan meningkatnya PNS yang 
mengajukan izin belajar sebesar lima persen (5%). Perlahan-lahan 
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peraturan tersebut mampu mengurangi ketidak disiplinan PNS dalam 
pengajuan izin belajar,  meskipun masih ada sebagian kecil PNS yang 
tidak mengetahui dan memahami peraturan tersebut serta masih ada PNS 
yang lalai dalam memperbaharui izin belajarnya, yaitu saat akan 
mengikuti kenaikan pangkat. Dan selama dua tahun belakangan tidak ada 
lagi PNS yang memperoleh izin belajar pada program studi yang 
berakreditasi C.  
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi izin belajar, khusus di Provinsi 
Riau setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur No 02 Tahun 2015, 
semua pengelolaan izin belajar sudah mengacu pada aturan yang 
ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya masih ada faktor yang 
mempengaruhi implementasi peraturan tersebut, karena minimnya 
komunikasi antar PNS serta kurangnya sarana penyampaian informasi, 
kurangnya kepedulian PNS akan informasi yang disampaikan sehingga 
masih ada PNS yang tidak memahami aturan tersebut. Adanya 
keterbatasan program study yang menjadi pilihan bagi PNS karena izin 
belajar hanya diberikan dalam daerah saja. 
6.2 Saran  
 Berdasarkan kesimpulan penulis, maka penulis merekomendasikan saran 
sebagai berikut:  
1. Lebih meningkatkan sosialisasi dan memperbanyak komunikasi dalam 
menyebaran dan penyampaian informasi, yang barang kali bisa dilakukan 
dengan mensosialisasikan kepada pimpinan atau sekretaris dinas yang 
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nantinya akan membantu dalam penyampain informasi kepada 
anggotanya. Agar tidak ada lagi PNS yang berdalih tidak mengetahui 
informasi tersebut. 
2. BKD Provinsi Riau hendaknya mengusulkan aturan atau kebijakan terkait 
batasan waktu dalam penyelesaian studi bagi PNS agar mereka tidak 
menunda-nunda dalam penyelesaian studinya.  
3. BKD Provinsi Riau hendaknya memberikan sanksi atau ketegasan 
terhadap PNS yang tidak disiplin atau tidak mematuhi aturan agar tidak 
ada lagi PNS yang lalai dalam pengurusan baik itu izin belajar, 
penyesuaian ijazah maupun kenaikan pangkat.  
